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Abstract: Penelitian ini membahas implementasi pembinaan karier Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Papua Barat berdasarkan sistem merit yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus 

penelitian meliputi penerapan sistem merit dalam rekrutmen, seleksi, dan pengembangan 

karier P3K, serta pengaruh pendidikan tinggi, kapasitas SDM, dan kompetensi dalam 

menunjang karier mereka. Berbagai tantangan diidentifikasi, seperti keterbatasan akses 

pendidikan, fasilitas pelatihan yang minim, kondisi geografis yang sulit, dan alokasi anggaran 

yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan pembinaan karier 

melalui program pelatihan terstruktur, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta 

optimalisasi kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam 

pengembangan karier P3K. Implementasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan 

profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di Papua Barat. 
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INTRODUCTION 

Pembinaan karier pegawai pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam 

sistem kepegawaian karena dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara 

keseluruhan. (Gibson, 1996) Dalam birokrasi pemerintahan, pegawai adalah aset utama yang 

menentukan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Melalui pembinaan karier yang baik, 

pegawai dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, keterampilan, 

serta potensi diri mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pembinaan karier juga 

mencakup pemberian pelatihan, pengembangan diri, dan peluang promosi yang dapat 

meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap tugas yang diemban. (Fitrianingrum, 

2020) Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas kerja dan kemampuan 

pegawai dalam menghadapi tantangan yang ada, khususnya dalam menjalankan kebijakan-

kebijakan pemerintah yang semakin kompleks. 

Selain itu, pembinaan karier juga berhubungan erat dengan pencapaian tujuan 

organisasi pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan 

publik memerlukan pegawai yang tidak hanya kompeten tetapi juga termotivasi untuk bekerja 

secara optimal. Dengan adanya pembinaan karier yang sistematis, pegawai akan merasa 

dihargai dan diakui kontribusinya, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk 

bekerja lebih baik dan memberikan hasil yang maksimal. Pembinaan karier yang terencana 

dan terstruktur dapat menciptakan pegawai yang memiliki loyalitas tinggi, merasa 
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berkembang dalam kariernya, dan lebih siap menghadapi tuntutan tugas serta peran yang 

semakin berkembang. (Mulyana, 2015)  

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) yang mengatur agar ASN berperan sebagai profesi yang 

didasari oleh asas, nilai, kode etik, dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan 

profesionalisme. (Sulistiyani, 2004) Regulasi ini hadir sebagai upaya memperbaiki tata kelola 

pemerintahan yang lebih berfokus pada pelayanan publik, dengan tujuan mengurangi kritik 

terhadap birokrasi yang ada, serta meningkatkan prestasi dan pengabdian aparatur negara. 

UU-ASN bertujuan menciptakan aparatur negara yang memiliki independensi, netralitas, 

kompetensi, kinerja, integritas, serta kualitas pelayanan publik yang baik, melalui sistem 

merit yang menilai ASN berdasarkan kualitas, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan 

latar belakang pribadi. Konsep ini berlandaskan pada pengertian bahwa ASN adalah pelayan 

publik yang harus memberikan pelayanan yang baik kepada warga negara sebagai pemilik 

kedaulatan. (Syafrudin, 2000) Pendekatan ini sejalan dengan teori New Public Service yang 

menekankan pentingnya pemerintah dalam memastikan hak-hak warga negara dan 

melibatkan mereka dalam proses penentuan kebijakan dan pelayanan publik. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang keduanya diatur dalam sistem 

manajemen kepegawaian yang mencakup perencanaan, pengembangan karier, penggajian, 

serta pengaturan perpanjangan masa kerja. (Hartini, 2008) Untuk memastikan keberlanjutan 

dan pengelolaan ASN, pemerintah membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang 

berfungsi mengawasi dan membantu kebijakan terkait ASN bersama dengan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi 

Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). PPPK sendiri merupakan warga 

negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian 

kerja dengan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. (Elly Fatimah, 2016) 

Meskipun diatur dalam regulasi, PPPK masih kurang mendapatkan pengaturan yang jelas dan 

tegas, seperti halnya Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam regulasi sebelumnya. Oleh karena 

itu, perlu ada evaluasi filosofis dan pengelolaan yang tepat agar tidak terulang masalah-

masalah yang terjadi pada PTT sebelumnya. 

Keberadaan PPPK diharapkan dapat mempercepat tercapainya profesionalisme ASN, 

terutama untuk menggantikan pandangan negatif terhadap PNS yang sering dianggap tidak 

profesional dan lamban dalam menjalankan tugas. (Sudrajat, 2014) Dengan adanya PPPK 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pemerintah, diharapkan mereka dapat 

menjadi bagian dari ASN yang lebih kompeten dan siap melayani publik dengan baik. 

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan ASN yang lebih efektif dan efisien, 

sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam regulasi 

tersebut, ASN mencakup baik PNS maupun PPPK yang bertugas di berbagai instansi 

pemerintah untuk melaksanakan administrasi negara dan menggerakkan birokrasi 

pemerintahan. (Thoha, 2010) Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan pengawasan yang 

tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa PPPK dapat berfungsi dengan optimal 

dalam mendukung penyelenggaraan negara. 

Papua Barat, sebagai provinsi yang terletak di wilayah timur Indonesia, menghadapi 

sejumlah tantangan unik yang memengaruhi implementasi pembinaan karier pegawai 

pemerintah, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Secara geografis, 

Papua Barat memiliki wilayah yang luas dengan kondisi alam yang berbukit-bukit, tersebar, 

dan sulit dijangkau, yang menyebabkan aksesibilitas yang terbatas untuk berbagai layanan 

dan program pembinaan. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua Barat yang 

masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan 

keterbatasan infrastruktur, turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam 
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melaksanakan pembinaan karier secara optimal. Kurangnya fasilitas pelatihan dan 

pengembangan, serta kesulitan dalam menjangkau pegawai di daerah-daerah terpencil, 

menjadi kendala yang signifikan dalam menciptakan peluang yang setara bagi semua 

pegawai P3K untuk berkembang. 

Tantangan lainnya adalah adanya ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan 

dalam hal kesempatan pengembangan karier. Pegawai P3K yang ditempatkan di daerah-

daerah terpencil seringkali menghadapi kurangnya dukungan dan kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan atau peningkatan kompetensi. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan 

dalam mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan pemerintahan yang semakin kompleks. 

Selain itu, ketergantungan pada sistem administrasi yang kurang terintegrasi antara 

pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hambatan dalam pembinaan karier, karena 

terkadang kebijakan yang ada tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan di tingkat daerah. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah di Papua Barat harus menghadapi tantangan dalam 

menyusun strategi pembinaan karier yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut, serta 

memastikan bahwa pegawai P3K di seluruh wilayah, baik yang berada di pusat maupun 

daerah terpencil, memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan karier dan 

meningkatkan kinerja mereka. 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memiliki status yang berbeda 

dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam birokrasi pemerintahan. P3K adalah pegawai yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu untuk mengisi posisi 

tertentu di instansi pemerintah. Berbeda dengan PNS yang diangkat untuk menjadi pegawai 

tetap dengan status kepegawaian yang lebih permanen, P3K lebih fleksibel dalam hal durasi 

kontrak dan tidak memiliki jaminan pensiun yang sama seperti PNS. Meskipun demikian, 

P3K tetap memiliki kewajiban yang sama dengan PNS dalam menjalankan tugas 

pemerintahan dan melayani masyarakat. (Harlie, 2012) Peran P3K dalam birokrasi 

pemerintahan di Papua Barat sangat penting, terutama dalam mengisi kekurangan tenaga 

kerja di daerah-daerah yang kekurangan PNS. P3K diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam menjalankan program-program pemerintah daerah, seperti pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur, di wilayah yang seringkali sulit dijangkau atau kekurangan 

tenaga profesional. 

Kebijakan pemerintah terkait penerimaan dan pembinaan karier P3K telah diatur 

melalui berbagai regulasi yang memberikan kesempatan kepada P3K untuk berkembang dan 

meningkatkan kompetensinya. Pemerintah pusat melalui kebijakan yang tertuang dalam 

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur penerimaan P3K melalui seleksi 

terbuka dan transparan. (Irfan, 2013) Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan untuk 

memberikan perhatian terhadap pembinaan karier P3K, meskipun terkadang terbentur oleh 

masalah anggaran dan keterbatasan fasilitas. Program-program pelatihan dan pengembangan 

karier yang ada, seperti pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan, perlu lebih diperluas 

dan disesuaikan dengan kebutuhan P3K di Papua Barat. Evaluasi terhadap efektivitas 

kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa program yang dijalankan, 

banyak P3K yang merasa kurang mendapatkan kesempatan yang sama dengan PNS untuk 

mengembangkan diri, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. 

Problematika dalam implementasi pembinaan karier P3K di Papua Barat muncul dari 

berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu masalah utama 

adalah kurangnya fasilitas pelatihan dan pembelajaran yang memadai untuk P3K, yang 

terbatas pada daerah-daerah tertentu saja. Pembatasan anggaran di tingkat pemerintah daerah 

juga menghambat pelaksanaan program pengembangan karier yang maksimal. Selain itu, 

perhatian terhadap kesejahteraan P3K masih kurang dibandingkan dengan PNS, baik dalam 

hal gaji, tunjangan, maupun jaminan pensiun. Hambatan struktural juga ada, seperti 

kesenjangan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal 
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kebijakan kepegawaian. Di samping itu, hambatan kultural, seperti pola pikir yang masih 

menganggap P3K sebagai pegawai dengan status yang lebih rendah dibandingkan PNS, turut 

memengaruhi motivasi dan loyalitas P3K. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran P3K 

dalam pembangunan daerah, dibutuhkan perbaikan kebijakan yang lebih inklusif serta 

pendekatan yang lebih berbasis pada kebutuhan dan tantangan di Papua Barat. 

 

Research Problem 
a. Sejauhmana penerapan merit system terhadap pola pembinaan karier P3K di Papua Barat? 

b. Sejauhmana faktor pendidikan tinggi, faktor kapasitas dan kompentensi memengaruhi 

pembinaan karier P3K di Papua Barat? 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian normatif empiris menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan 

normatif yang berfokus pada studi terhadap norma, aturan, dan regulasi yang ada, serta 

pendekatan empiris yang mengamati fenomena sosial di lapangan melalui data dan fakta. 

(Sunggono, 2003) Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan pembinaan karier 

pegawai pemerintah, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta 

implementasinya dalam konteks hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan kasus 

digunakan untuk menggali dan menganalisis kasus-kasus spesifik yang terjadi di Papua Barat 

terkait dengan penerapan kebijakan pembinaan karier P3K, yang dapat memberikan wawasan 

lebih mendalam tentang tantangan dan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut di 

lapangan. Pendekatan ini membantu memahami secara komprehensif baik aspek hukum 

maupun realitas di lapangan dalam konteks yang lebih konkret. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penerapan Merit System Terhadap Pola Pembinaan Karier P3K di Papua Barat 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dalam 

Pasal 1 mendefinisikan sistem merit sebagai kebijakan manajemen kepegawaian yang 

mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai, yang diterapkan dengan prinsip 

keadilan dan kewajaran, serta tanpa adanya diskriminasi berdasarkan SARA, usia, atau status 

pribadi. Sistem merit ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi dan promosi 

pegawai dilakukan secara objektif dan transparan, di mana individu yang memiliki 

kemampuan terbaik, terlepas dari latar belakang pribadinya, dapat mendapatkan kesempatan 

yang setara untuk berkembang dalam birokrasi pemerintah. Hal ini sangat penting dalam 

menciptakan struktur kepegawaian yang efektif dan profesional, di mana setiap pegawai 

dinilai berdasarkan kualitas dan kemampuan yang mereka miliki untuk memberikan 

kontribusi terbaik bagi pelayanan publik. 

Penerapan merit system menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagaimana diatur dalam 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, yang mencakup tiga agenda utama di bidang 

aparatur: peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan 

publik, serta penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit. Penerapan sistem 

merit diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efisien, transparan, 

dan akuntabel, di mana pegawai yang terpilih untuk menduduki posisi tertentu benar-benar 

memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan demikian, merit system tidak 

hanya meningkatkan kualitas internal aparatur sipil negara, tetapi juga berkontribusi pada 

perbaikan dalam pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang lebih baik. 

Implementasi prinsip merit dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (P3K) di Papua Barat berfokus pada penerapan seleksi yang objektif, transparan, dan 
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adil, dengan penekanan pada kualifikasi, kompetensi, serta kinerja calon pegawai. Proses 

rekrutmen P3K di Papua Barat dilakukan melalui tahapan yang jelas dan terbuka, mulai dari 

pengumuman lowongan hingga seleksi administrasi, ujian, serta wawancara, yang semuanya 

didasarkan pada kebutuhan spesifik dari instansi pemerintah daerah. Penerapan merit system 

memastikan bahwa setiap calon pegawai, tanpa memandang latar belakang atau kondisi 

pribadi, memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih berdasarkan kemampuan yang 

dimilikinya. Selain itu, sistem ini berupaya untuk menghindari praktik-praktik diskriminatif 

dan memastikan bahwa posisi yang tersedia diisi oleh individu yang benar-benar memenuhi 

standar kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. 

Namun, tantangan besar dalam menerapkan merit system untuk rekrutmen P3K di 

Papua Barat adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, terutama di daerah-daerah 

terpencil. Di banyak wilayah, akses terhadap fasilitas pendidikan dan pelatihan yang 

memadai masih sangat terbatas, yang berdampak pada kurangnya penguasaan kompetensi 

tertentu oleh calon pegawai. Selain itu, masalah teknis seperti keterbatasan jaringan internet 

dan perangkat untuk pelaksanaan ujian berbasis komputer di daerah-daerah sulit dijangkau 

menjadi kendala dalam melaksanakan seleksi yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah 

juga sering kali menghadapi keterbatasan anggaran yang membatasi pelaksanaan pelatihan 

dan pembinaan sebelum serta selama masa kontrak P3K. Hal ini mengakibatkan kesenjangan 

dalam kesempatan bagi calon pegawai untuk mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan tugas pemerintah daerah, yang pada gilirannya menghambat implementasi penuh 

dari prinsip merit dalam rekrutmen P3K. 

Pembinaan karier P3K di Papua Barat yang mengikuti prinsip merit system bertujuan 

untuk memastikan bahwa setiap pegawai diberikan kesempatan yang adil dan setara untuk 

berkembang berdasarkan kinerja dan kompetensinya. Penilaian kinerja dilakukan secara 

berkala dan objektif, dengan indikator yang jelas dan terukur, untuk memastikan bahwa P3K 

yang berprestasi dapat dikenali dan diberi kesempatan untuk maju. Selain itu, pembinaan 

karier P3K juga melibatkan pemberian kesempatan pelatihan yang relevan untuk 

pengembangan kompetensi, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan sesuai dengan tuntutan tugas pemerintah daerah. Sistem promosi didasarkan 

pada pencapaian dan kompetensi yang telah dibuktikan melalui penilaian kinerja, bukan 

berdasarkan faktor lain seperti kedekatan dengan atasan atau faktor subjektif lainnya. Dengan 

pendekatan ini, merit system berusaha menciptakan birokrasi yang profesional dan efisien, di 

mana setiap pegawai diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan 

dedikasinya terhadap pekerjaan. 

Peran pemerintah daerah di Papua Barat dalam memastikan P3K mendapat kesempatan 

yang setara untuk berkembang sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan dapat 

memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan karier yang 

berkesinambungan. Hal ini mencakup penyediaan pelatihan teknis yang relevan dengan tugas 

yang diemban, pelatihan manajerial untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta 

kesempatan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut yang dapat meningkatkan kompetensi 

pegawai. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap P3K, terlepas dari 

lokasi tugas mereka, memiliki akses yang sama terhadap berbagai program pengembangan 

yang ada, termasuk kesempatan untuk mengikuti pelatihan di luar daerah, baik secara fisik 

maupun daring. Melalui upaya ini, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang memiliki 

pegawai yang kompeten dan berintegritas, yang mampu memberikan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat. 

Evaluasi terhadap penerapan merit system dalam pembinaan karier P3K di Papua Barat 

menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menerapkan prinsip merit, 

pelaksanaannya masih menemui beberapa tantangan. Salah satu dampak positif yang terlihat 

adalah meningkatnya kinerja P3K yang mengikuti sistem merit, karena mereka merasa 

https://review-unes.com/


https://review-unes.com     Volume 7, Issue 2, Desmber 2024 

 

844 | Page 

dihargai berdasarkan prestasi dan kemampuan, bukan berdasarkan faktor lainnya. Hal ini juga 

meningkatkan motivasi P3K untuk bekerja lebih baik dan lebih profesional, karena mereka 

mengetahui bahwa pengembangan karier mereka ditentukan oleh kinerja yang terukur. 

Namun, efektivitas sistem ini terhambat oleh berbagai kendala, seperti terbatasnya akses 

terhadap pelatihan berkualitas di daerah-daerah terpencil, yang menyebabkan beberapa P3K 

tidak dapat mengikuti pengembangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensinya. 

Kendala utama dalam mengimplementasikan merit system di Papua Barat adalah 

ketimpangan akses terhadap pelatihan dan pengembangan karier, terutama di daerah yang 

sulit dijangkau. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti terbatasnya fasilitas pelatihan dan 

rendahnya konektivitas internet di beberapa wilayah, menghambat pelaksanaan pelatihan 

yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas P3K. Selain itu, pembatasan anggaran 

pemerintah daerah seringkali menjadi kendala dalam menyediakan sumber daya yang cukup 

untuk menyelenggarakan program pengembangan karier bagi P3K. Keterbatasan ini 

menciptakan ketimpangan antara P3K yang berada di wilayah pusat dan yang ada di daerah 

terpencil, sehingga mereka tidak mendapat kesempatan yang setara untuk berkembang. Hal 

ini menuntut adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun 

kebijakan yang memastikan bahwa prinsip merit dalam pembinaan karier P3K dapat 

diterapkan secara merata dan efektif di seluruh Papua Barat. 

 

Faktor Pendidikan Tinggi, Faktor Kapasitas dan Kompentensi Memengaruhi 

Pembinaan Karier P3K di Papua Barat 

Pembinaan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Papua Barat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan perkembangan profesional pegawai dalam 

birokrasi pemerintahan. Di antara faktor penting yang berperan adalah tingkat pendidikan, 

kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu 

P3K. Pendidikan tinggi memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menjalankan tugas secara profesional, sementara kapasitas dan kompetensi 

menentukan kemampuan pegawai dalam menghadapi tantangan kerja dan mencapai hasil 

yang optimal. Pada Papua Barat, di mana tantangan geografis dan keterbatasan akses 

terhadap fasilitas pendidikan dan pelatihan masih menjadi isu utama, pengaruh ketiga faktor 

ini menjadi sangat signifikan dalam membentuk pola pembinaan karier yang efektif dan 

berkelanjutan. 

Tingkat pendidikan tinggi memiliki peran krusial dalam menentukan kemampuan dan 

peluang karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pendidikan tinggi 

memberikan dasar pengetahuan, keterampilan teknis, serta kemampuan berpikir kritis yang 

sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. P3K dengan pendidikan 

tinggi cenderung lebih siap menghadapi kompleksitas pekerjaan, memiliki kemampuan 

manajerial yang lebih baik, dan mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi serta 

teknologi dalam birokrasi. Selain itu, pendidikan tinggi juga membentuk kompetensi 

profesional yang memungkinkan P3K untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif 

dan efisien. Dalam konteks Papua Barat, di mana tantangan geografis dan keterbatasan akses 

pendidikan masih signifikan, pendidikan tinggi menjadi modal penting dalam meningkatkan 

kapasitas individu dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif. 

Dampak dari gelar pendidikan yang dimiliki P3K terlihat jelas dalam proses seleksi, 

promosi, dan pengembangan karier. P3K dengan gelar pendidikan yang lebih tinggi sering 

kali memiliki keunggulan dalam memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses seleksi, mereka memiliki peluang lebih besar 

untuk menempati posisi strategis karena dianggap memiliki kompetensi yang lebih memadai. 

Begitu pula dalam hal promosi, P3K dengan latar belakang pendidikan tinggi biasanya 

diprioritaskan untuk menempati jabatan struktural atau fungsional yang lebih tinggi. Namun, 
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di Papua Barat, tantangan seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak geografis yang sulit 

dijangkau, dan akses yang tidak merata terhadap pendidikan tinggi menciptakan kesenjangan 

dalam peluang karier P3K, menuntut perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk 

menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil. 

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen vital dalam mendukung 

pengembangan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kapasitas SDM 

mencakup jumlah pegawai yang memadai serta kualitas keahlian yang dimiliki oleh setiap 

individu di lingkungan pemerintahan. Dalam konteks pembinaan karier, ketersediaan SDM 

yang kompeten memungkinkan pelaksanaan program-program pemerintah yang efektif, 

mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan publik. Selain itu, kemampuan manajerial 

dan operasional dari pimpinan dan staf instansi pemerintahan turut memengaruhi proses 

pembinaan karier. Instansi dengan kapasitas SDM yang baik dapat mengelola rekrutmen, 

pelatihan, dan promosi P3K secara profesional, menciptakan lingkungan kerja yang produktif 

dan berorientasi pada hasil. 

Namun, di Papua Barat, tantangan dalam meningkatkan kapasitas SDM cukup 

kompleks. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan dan 

pelatihan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur yang minim. 

Kesulitan dalam mendatangkan tenaga ahli dan pelatih profesional juga memperburuk situasi 

ini. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat distribusi SDM berkualitas 

menjadi tidak merata, sehingga beberapa wilayah mengalami kekurangan pegawai terampil. 

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga sering kali menghambat penyelenggaraan 

program pengembangan SDM yang berkelanjutan.  

Kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 

memainkan peran sentral dalam proses pembinaan karier mereka. Kompetensi mencakup 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan untuk menjalankan tugas 

pemerintahan secara efektif. Dalam sistem pembinaan karier berbasis merit, kompetensi 

menjadi tolok ukur utama dalam penilaian kinerja, di mana P3K dengan kinerja unggul 

memiliki peluang lebih besar untuk menerima penghargaan, promosi, dan peningkatan status 

karier. Penilaian kinerja yang objektif didasarkan pada indikator kompetensi tertentu, seperti 

kemampuan teknis, kapasitas manajerial, dan keterampilan komunikasi yang baik. Selain itu, 

P3K yang menunjukkan kompetensi tinggi sering kali diberikan tanggung jawab yang lebih 

besar dalam mengelola program pemerintah dan pelayanan publik. 

Pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan merupakan kunci untuk 

meningkatkan kualitas kinerja dan prospek karier P3K. Program pelatihan yang 

diselenggarakan secara berkala memungkinkan pegawai memperbarui pengetahuan dan 

keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi terbaru. Pendidikan 

lanjutan juga membuka akses P3K untuk memperoleh kualifikasi yang lebih tinggi, yang 

dapat meningkatkan daya saing mereka dalam promosi jabatan. Di Papua Barat, 

pengembangan kompetensi menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan fasilitas 

pelatihan dan akses pendidikan berkualitas.  

Hubungan antara pendidikan tinggi, kapasitas SDM, dan kompetensi memiliki peran 

yang saling terkait dalam membentuk jalur pembinaan karier Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (P3K). Pendidikan tinggi menyediakan landasan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan 

profesionalisme. Kapasitas SDM mencakup jumlah pegawai yang memadai dan kualitas 

pengelolaan manajerial yang memungkinkan pembinaan karier berlangsung secara sistematis. 

Sementara itu, kompetensi mencakup keterampilan khusus dan keahlian yang diperoleh 

melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengalaman kerja, yang menjadi dasar dalam 

menentukan promosi dan penghargaan. Di Papua Barat, sinergi antara ketiga faktor ini 

menjadi kunci menciptakan sistem pembinaan karier yang efisien dan efektif, terutama dalam 

https://review-unes.com/


https://review-unes.com     Volume 7, Issue 2, Desmber 2024 

 

846 | Page 

mengatasi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Dengan memadukan 

pendidikan yang memadai, pengelolaan SDM yang baik, dan pengembangan kompetensi 

yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

menciptakan birokrasi yang lebih profesional, dan memperkuat daya saing P3K dalam 

menjalankan program pemerintah. 

Peningkatan pendidikan, kapasitas, dan kompetensi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (P3K) di Papua Barat menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu 

kendala utama adalah keterbatasan akses ke pendidikan tinggi yang berkualitas, terutama di 

daerah pedalaman dan terpencil. Institusi pendidikan tinggi yang terbatas membuat P3K sulit 

memperoleh gelar akademik yang lebih tinggi atau mengikuti program pelatihan lanjutan. 

Selain itu, minimnya fasilitas pelatihan dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah 

memperparah kondisi ini. Tantangan geografis seperti medan yang sulit dijangkau dan 

infrastruktur transportasi yang kurang memadai juga menghambat mobilitas pegawai untuk 

mengikuti pelatihan atau pendidikan di luar wilayah mereka. Kondisi ini membuat 

pengembangan kapasitas SDM berjalan lambat dan kurang merata di seluruh Papua Barat. 

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengadopsi beberapa strategi 

inovatif. Pertama, memperluas akses pendidikan melalui pembukaan kampus-kampus cabang 

di daerah terpencil dan pengembangan program pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi 

digital. Kedua, membangun kemitraan dengan lembaga pelatihan nasional dan internasional 

untuk menyediakan pelatihan khusus bagi P3K. Ketiga, pemerintah perlu mengalokasikan 

anggaran yang memadai untuk program pelatihan dan pengembangan karier, termasuk 

memberikan insentif bagi tenaga ahli yang bersedia bekerja di wilayah terpencil. Selain itu, 

penggunaan teknologi seperti pelatihan daring (online training) dan e-learning dapat menjadi 

solusi untuk mengatasi hambatan geografis dan mempercepat proses pengembangan 

kompetensi P3K di Papua Barat. 

Untuk meningkatkan pendidikan, kapasitas SDM, dan kompetensi Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (P3K), diperlukan strategi yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah 

satu pendekatan utama adalah merancang program pelatihan yang komprehensif dan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan, mencakup pelatihan teknis, kepemimpinan, serta 

pengembangan keterampilan manajerial. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan 

lembaga pendidikan tinggi dan institusi pelatihan nasional untuk menyusun kurikulum 

pelatihan yang relevan dan praktis. Selain itu, pemberian beasiswa atau subsidi pendidikan 

bagi P3K yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dapat menjadi solusi 

dalam meningkatkan kualifikasi akademik mereka. Kemitraan dengan sektor swasta dan 

organisasi non-pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan pelatihan profesional 

yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan bahwa akses pendidikan 

dan pelatihan bagi P3K tersedia secara merata. Pemerintah daerah dapat membuka pusat 

pelatihan regional di wilayah strategis untuk mengurangi kesulitan akses akibat tantangan 

geografis. Selain itu, pengembangan program pelatihan berbasis teknologi seperti kursus 

daring (online learning) dapat mengatasi keterbatasan infrastruktur fisik. Penyusunan 

kebijakan yang mendukung mobilitas pendidikan dan pelatihan, termasuk memberikan cuti 

belajar dengan tetap menerima gaji, akan memotivasi P3K untuk terus meningkatkan 

kompetensinya. Dengan langkah-langkah ini, pembinaan karier P3K dapat berjalan lebih 

optimal, menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten dalam melayani masyarakat di 

Papua Barat. 

 

KESIMPULAN 

Pembinaan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Papua Barat 

memegang peranan penting dalam menciptakan aparatur negara yang profesional, kompeten, 
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dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas. Implementasi sistem merit, yang 

menekankan seleksi, promosi, dan pengembangan karier berbasis kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja, menjadi landasan utama dalam meningkatkan kapasitas P3K. Namun, berbagai 

tantangan masih dihadapi, termasuk keterbatasan akses pendidikan tinggi, fasilitas pelatihan 

yang minim, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Pendidikan, kapasitas SDM, dan 

kompetensi menjadi faktor yang saling terkait dalam membentuk jalur karier P3K yang 

efektif. Untuk mencapai hasil optimal, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah 

dalam menyediakan akses yang lebih luas dan fasilitas yang memadai untuk pengembangan 

karier P3K di Papua Barat. 

Untuk meningkatkan pembinaan karier P3K di Papua Barat, pemerintah daerah perlu 

mengadopsi kebijakan yang lebih proaktif dan inovatif. Pertama, mengembangkan program 

pelatihan berbasis teknologi seperti pembelajaran daring yang memungkinkan pelatihan jarak 

jauh. Kedua, memperluas kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga 

pelatihan nasional maupun internasional untuk memperkaya program pelatihan. Ketiga, 

mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan kapasitas SDM serta memberikan 

insentif bagi tenaga pengajar yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil. Pemerintah 

juga perlu mengoptimalkan sistem merit dengan memastikan proses rekrutmen, promosi, dan 

pelatihan berjalan transparan dan adil. Dengan langkah-langkah tersebut, pembinaan karier 

P3K di Papua Barat dapat ditingkatkan secara signifikan, mendukung terciptanya 

pemerintahan yang lebih profesional dan berdaya saing tinggi. 
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